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BAB III 

PENUTUP 

 
 

A.   KESIMPULAN 
  

Sistem pemesanan Gedung Diklat yang masih menggunakan sistem 

pencatatan manual sehingga tidak efektif dan efisien. Salah satu upaya 

menyelesaikan masalah tersebut dengan memanfaatkan teknologi dalam 

pelayanan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, guna meningkatkan 

kinerja yang berupa : 

1. Perubahan sistem pemesanan fasilitas Gedung Diklat dari manual (dari 

pemesanan, pencatatan dan pembayaran) menjadi online. 

2. Berhasil mewujudkan Sistem Pemesanan Gedung melalui Web Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun 

yaitu: https://gedungdiklat.madiunkota.go.id/ 

3. Melakukan sosialisasi penggunaan sistem pemesanan fasilitas Gedung 

Diklat kepada pengguna  

4. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan pelaksanaan penggunaan Si Gede 

dalam pemesanan fasilitas Gedung Diklat.  

5. Selanjutnya akan melakukan perbaikan dan update aplikasi hasil 

masukan dan evaluasi penggunaan sistem pemesanan ini. 

 Pemesanan Gedung Diklat Kota Madiun melalui web Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun, 

merupakan terobosan dan inovasi dalam pelayanan publik mewujudkan 

Efektivitas Sistem Pemesanan Gedung Diklat Melalui Web Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun. 

 

B.   SARAN 
 

 Berdasarkan hasil pelaksanaan Efektivitas Sistem Pemesanan Gedung 

Diklat Melalui Web Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kota Madiun dan untuk keberlanjutan inovasi perlu mendapat perhatian 

adalah: 

1. Diharapkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kota Madiun melakukan sosialisasi kepada perangkat daerah 

(internal/eksternal) penggunaan Sistem Pemesanan Gedung Diklat Melalui 
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Web Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota 

Madiun secara konsisten; 

2. Diharapkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kota Madiun melakukan monitoring dan evaluasi penerapan Sistem 

Pemesanan Gedung Diklat Melalui Web Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun secara konsisten; 

3. Diharapkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kota Madiun mengembangkan dan menambah fitur-fitur pelengkap 

Sistem Pemesanan Fasilitas Gedung Diklat; 

4. Diharapkan Petugas Admin untuk berperan aktif dalam pengecekan dan 

update data atau bukti pemesanan dan pembayaran di Sistem Pemesanan 

Fasilitas Gedung Diklat yang telah disetujui; 

5. Diharapkan kepada Perangkat Daerah (internal/eksternal) berperan aktif 

dalam mengakses Sistem Pemesanan Fasilitas Gedung Diklat melalui web 

web Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota 

Madiun https://gedungdiklat.madiunkota.go.id. 
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